2.1.
2.1.1.

I1. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pelayanan Publik

Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani)
keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada
organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa
pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.
Karenanya Birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

memberikan layanan yang baik dan profesional (Tesis Irsan, 2012 : 9).

Menurut Moenir (2001:13) Pelayanan publik adalah kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor
material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha
memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan
pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang
dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan
dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya

yang direnecanakan dan disediakan oleh pemerintah.
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Selanjutnya menurut Moenir (2001: 13), pelayanan publik harus

mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas
dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;

Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan
kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan
tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas;

Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar
dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan;

Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah
terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan
berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut
menyelenggarakan.

Berkaitan dengan layanan publik yang profesional sesuai dengan tuntutan

masyarakat, menurut Thoha (Widodo, 2001) dalam Tesis Irsan, 2012: 10.

Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan

oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan

(aparatur pemerintah), dengan ciri sebagai berikut:

1.

2.

Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi

tujuan dan sasaran;

Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan

diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit,

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang

meminta pelayanan;

Kejelasan dan kepastian (transparan) mengandung akan arti adanya

kejelasan dan kepastian mengenai:

a. Prosedur/tata cara pelayanan

b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan
administratif

c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab
dalam memberikan pelayanan

d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan

Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan satuan

kerja/pejabat  penanggungjawab  pemberi  pelayanan,  waktu

penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan
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dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar

mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun

tidak diminta;

5. Efisiensi, mengandung arti:

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan
langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk
pelayanan yang berkaitan

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal
proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan
adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi
pemerintah lain yang terkait.

6. Ketepatan, waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan
masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan

7. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi
apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang
dilayani.

8. Adaptif, cepat menyelesaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan,
keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa
mengalami tumbuh kembang.

Lebih lanjut Thoha (Widodo, 2001) dalam (Tesis, Irsan, 2012: 11)
mengatakan, secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus
dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi
pelayanan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan

(development function) dan fungsi perlindungan

(protection function)

Sementara menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
No./KEP/25//M.PAN/2/2004 Pelayanan publik adalah segala kegiatan
pelaksanaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan, maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dari pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan
publik adalah suatu proses kegiatan yang menjadi tugas pokok atau
tanggung jawab para aparatur pemerintah negara ataupun daerah guna
memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat baik berupa
pelayanan administratif ataupun pelayanan jasa demi tercapainya tujuan

negara yakni kesejahteraan masyarakatnya.

Tujuan Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana
mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau
dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada
publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan

dan disediakan oleh pemerintah. (Zeithaml, Valarie A. (et.al).1990)

Lebih lanjut Zeithaml mengatakan, tujuan pelayanan publik adalah sebagai

berikut:

1. Menentukan pelayanan yang disediakan, apa saja macamnya;

2. Memperlakukan pengguna layanan, sebagai customers;

3. Berusaha memuaskan pengguna layanan, sesuai dengan yang
diinginkan mereka;

4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan
berkualitas;

5. Meneyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan.

(Zeithml, Valarie A. (et.al). 1990)
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2.1.3. Ciri-ciri Pelayanan Publik

2.1.4.

Adapun ciri khusus pelayanan publik menurut Ahmad dalam Sondang P.

Siagian (1994:81) adalah :

SN

Tidak dapat memilih konsumen.

Perencanaan dibatasi oleh peraturan.
Pertanggungjawaban yang kompleks.

Sangat teliti.

Semua tindakan dapat justifikasi.

Tujuan dan output sulit diukur dan ditentukan.

Standar Pelayanan Publik

Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63
Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
standar pelayanan haruslah meliputi:

1.

Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam halm ini antara lain
kesederhanaan yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan.

Waktu Penyelesaian

Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama
dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah
berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan
sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing.

Biaya Pelayanan.

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam
proses pemberian pelayanan, haruslah berkaitan dengan pengenaan
biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan
yang ada.

Produk Pelayanan.

Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian
pelayanan yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan serta
terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal penulisan
permohonan yang telah diajukan sebelumnya.

Sarana dan Prasarana.
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara
pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat
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penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, mesin tik, dll.
Serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu
pelayanan.

2.1.5. Kualitas Pelayanan

Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai
dari konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari
kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu
produk yakni kinerja (performance), keandalan (reliability), mudah dalam
penggunaan (ease of use), dan estetika (esthetics). Adapun dalam definisi
strategis bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi
keinginan atau kebutuhan pelanggan/masyarakat (Sinambela, 2006:6).
Selain itu kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan
dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau

melebihi harapan (Arief, 2007:117).

Menurut American society for quality control (Lupiyoadi, 2001:144)
“Kualitas dapat diartikan sebagai keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-
karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten”.
Menurut Goetsh dan Davis (Tjiptono, 2004:51) “Kualitas merupakan suatu
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses,

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.

Sedangkan menurut Parasuraman, Zeithaml, and Berry (Rambat,

2001:148) : “Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh
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perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang

mereka terima atau peroleh”.

Menurut Brown dalam Moenir (1995:33) bahwa dimata masyarakat,

kualitas pelayanan meliputi ukuran-ukuran sebagai berikut:

1. Reability, yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang
diinginkan secara tepat;

2. Assurance, yaitu pengetahuan dan kemampuannya untuk meyakinkan;

3. Empathy, yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan
kepada pelanggan;

4. Responsiviness, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan
memberikan pelayanan yang tepat;

5. Tangibel, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan serta

penampilan pribadi.

Pendapat lain yang senada mengenai dimensi atau ukuran kualitas
pelayanan dikemukakan oleh Fandy Tjiptono (1997:14) dalam bukunya

“Prinsip-prinsip Total Quality Service,”yaitu:

1. Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan,
pegawai, dan sarana komunikasi.

2. Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang
dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

3. Daya tanggap (responsiviness), Yyaitu keinginan para staf untuk

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.



17

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan,

dan dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko
tau keragu-raguan.

Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan
komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan

para pelanggan.

Menurut Zeithaml-Parasuraman-Berry dalam (Tesis Irsan (2012:23) untuk

mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh

konsumen, ada ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada 5 (lima)

dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen.

Kelima dimensi servqual itu mencakup beberapa sub-dimensi sebagai

berikut (Zeithaml et.al. 1990) :

1.

Tangibles (kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran,
komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi).
Dimensi ini berkaitan dengan kemoderenan peralatan yang digunakan,
daya tarik fasilitas yang digunakan, Kkerapian petugas serta
kelengkapan peralatan penunjang (pamlet atau flow chart).

Realibility (kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan
yang terpercaya). Dimensi berkaitan dengan janji menyelesaikan
sesuatu seperti diinginkan, penanganan keluhan konsumen, Kinerja
pelayanan yang tepat, menyediakan pelayanan sesuai waktu yang
dijanjikan serta tuntutan pada kesalahan pencatatan.

Responsiveness (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan
pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan
konsumen). Dimensi responsiveness mencakup antara lain:
pemberitahuan petugas kepada konsumen tentang pelayanan yang
diberikan, pemberian pelayanan dengan cepat, kesediaan petugas
memberi bantuan kepada konsumen, serta petugas tidak pernah
merasa sibuk untuk melayani permintaan konsumen.

Assurance (kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai
dalam meyakinkan kepercayaan konsumen). Dimensi assurance
berkaitan dengan perilaku petugas yang tetap percaya diri pada
kunsumen, perasaan aman konsumen dan kemampuan (ilmu
pengetahuan) petugas untuk menjawab pertanyaan konsumen.
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5. Emphaty (sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap
konsumen). Dimensi emphaty memuat antara lain: pemberian
perhatian individual kepada konsumen, ketepatan waktu pelayanan
bagi semua konsumen, perusahaan memiliki petugas yang
memberikan perhatian Kkhusus pada konsumen, pelayanan yang
melekat dihati konsumen dan petugas yang memahami kebutuhan
spesifik dari pelanggannya.

Apabila digambarkan penilaian konsumen pada kualitas pelayanan

(servqual) adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Ringkasan Penilaian Pelanggan Terhadap Kualitas pelayanan

Komunikasi Kebutuhan Pengalaman Komunikasi
dari mulut ke Individu masa lalu eksternal
mulut pelanggan
. . . Kenyataan yang
Dimensi Kualitas q dirasakan pelanggan
Pelayanan :
Kualita Pelayanan
1. Tangibles yang dinilai
2. Realibility pelanggan
3. Responsiveness Harapan pelanggan
4. Assurance > terhadap pelayanan
5. Emphaty
Sumber: Zethaml, dkk, 1990.

Servqual atau kualitas pelayanan mengkaitkan dua dimensi sekaligus,
yaitu satu pihak penilaian servqual pada dimensi konsumen (customer).
Sedangkan di pihak lain juga dapat dilakukan pada dimensi provider atau
secara lebih dekat lagi adalah terletak pada kemampuan kualitas pelayanan
yang diberikan oleh “orang-orang yang melayani” dari tingkat manajerial
sampai ke tingkat front line servive. Kedua dimensi tersebut dapat saja
terjadi kesenjangan atau gap antara harapan-harapan dan kenyataaan-

kenyataan yang dirasakan konsumen dengan persepsi manajemen terhadap
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harapan-harapan konsumen tersebut. Hasil penelitian Zethaml, dkk

menggambarkan adanya 4 kesenjangan atau GAP tersebut.

Gap 1 disebut juga “ketidaktahuan tentang apa yang konsumen harapkan”
(not knowing what customers expect). Gap ini terjadi pada diemensi
konsumen dengan dimensi manajemen tingkat atas. Faktor-faktor kunci
yang menjadi penyebab adalah: 1) Perusahaan atau organisasi kurang
orientasi pada riset pasar atau kurang menggunakan temuan-temuan riset
yang berfungsi untuk pengambilan keputusan tentang keinginan ataupun
keluhan konsumen, 2) Ketidakcukupan komunikasi ke atas, yaitu arus
informasi yang menghubungkan pelayanan di tingkat front line service
dengan kemauan di tingkat atas (miscommunication), 3) terlalu banyaknya

tingkatan atau hierarki manajemen.

Gap 2 disebut sebagai “kesalahan standarisasi kualitas pelayanan™ (the
wrong quality service standars). Faktor-faktor kunci yang menjadi
penyebab pada gap ini adalah: 1) komitmen pada manajemen belum
memadai terhadap kualitas pelayanan, 2) persepsi mengenai
ketidaklayakan, 3) tidak adanya standarisasi tugas, 4) tidak terdapatnya

penentuan tujuan.

Gap 3 disebut sebagai kesenjangan kinerja pelayanan (the service
performance gap). Tidak terdapatnya spesifikasi atau suatu citra pelayanan
yang khas pada suatu organisasi akan menyebabkan kesenjangan pada
penyampaian pelayanan pada konsumen. Faktor kunci yang menjadi

penyebab utama antara lain: 1) ketidakjelasan peran (role ambiguity) atau



20

kecendrungan yang menimpa pegawai pemberi pelayanan terhadap kondisi
bimbang dalam memberikan pelayanan karena tidak terdapatnya
kepastian/standarisasi tugas-tugas mereka, 2) konflik peran (role conflict),
kecenderungan pegawai merasa tidak memiliki kemampuan untuk
memuaskan pelanggan, 3) ketidakcocokan antara pegawai dengan tugas
yang dikerjakan, 4) ketidakcocokan antara teknologi dengan tugas yang
dikerjakan, 5) ketidakcocokan sistem pengendalian atasan, 6) kekurangan

pengawasan, dan 7) kekurangan kerja tim.

Gap 4 disebut sebagai ketidaksesuaian antara janji yang diberikan dengan
pelayanan yang diberikan (when promises do not match delivery). Faktor-
faktor kunci yang berperan sebagai Gap ini adalah: 1) Tidak memadainya
komunikasi horizontal, 2) Kecendrungan memberikan janji kepada
konsumen secara berlebihan (muluk-muluk). Secara keseluruhan gap atau
kesenjangan pada kedua dimensi (customer dan provider) digambarkan

dalam skema sebagai berikut:
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Gambar 2
Conceptual Model Of Service Quality
CUSTOMER
Word of Mouth Personal Needs Past Experience

Communication

v
> Expected Service <

¢

\ 4
Perceived Service

PROVIDER

: - 4 Eksternal
Service Delivery - Communication to
y Customer

7'y y

v

Service Quality Specification

A 4

fm e e e m et r e rrm e mmrmm e e e e b e e e = =

Management Perception of
— Customer Expectation

Sumber: Zethaml, dkk, 1990

Selain itu untuk menentukan kepuasan masyarakat juga terdapat dalam
Keputusan No./KEP/25//M.PAN/2/2004 mengenai pedoman umum
penyusunan indeks kepuasan masyrakat unit pelayanan Instansi
Pemerintah. Dalam keputusan ini diuraikan empat belas unsur yang
dijadikan dasar dalam mengukur indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas
pelayanan yang disajikan pada suatu unit pemerintahan yang meliputi:

1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur
pelayanan;
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2) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya;

3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepasatian petugas
yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan
tanggungjawab);

4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja
sesuai ketentuan yang berlaku;

5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan;

6) Kemampuan petugas pelayanan, vyaitu tingkat keahlian dan
keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan
pelayanan kepada masyarakat;

7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu vyang telah ditentukan oleh unit penyelenggara
pelayanan;

8) Keadilan mendapatkan pelayanan, vyaitu pelaksanaan pelayanan
dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayanti;

9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan
ramah serta saling menghargai dan menghormati;

10) Kewajaran biaya pelayanan, vyaitu keterjangkauan masyarakat
terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

13) Kenyamanan lingkungan, vyaitu kondisi sarana dan prasarana
pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan
rasa nyaman kepada penerima pelayanan;

14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan
unit penyelenggara pelayanan atupun sarana Yyang digunakan,
sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan
terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Keempat belas unsur tersebut kemudian dikonversi menjadi pertanyaan
yang disampaikan kepada responden. Dengan teknik pengolahan yang
telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan tersebut, maka

akan muncul kategorisasi Kinerja unit pelayanan yang diteliti. Metode

inilah yang diguinakan pada sektor publik di Indonesia untuk menilai
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Keputusan Warganegara (citizen satisfaction) atas suatu sajian pelayanan

publik.

Bila diamati peneliti secara seksama keempat belas unsur tersebut
mewakili dimensi kualitas pelayanan. Oleh karenanya, penelitian Kualitas
Pelayanan (Service Quality) memiliki cakupan yang lebih luas
dibandingkan dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. Sebab
operasionalisasi atas masing-masing dimensi kualitas pelayanan dapat
dikembangkan secara fleksibel oleh peneliti untuk memperoleh informasi
mengenai kualitas pelayanan pada suatu instansi penyedia layanan publik
seperti tempat peneliti di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
Selain itu, konteks pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat lebih

mengarah pada kinerja suatu pelayanan bukan pada kualitas pelayanannya.

Dalam hal ini peneliti juga berpendapat bahwa kedua tolak ukur kualitas
pelayanan tersebut antara dimensi kualitas pelayanan dan unsur penilaian
indeks kepuasan masyarakat (IKM) memiliki kesamaan satu sama lainnya
(lihat tabel 1).

Tabel 1.
Kesamaan Dimensi Kualitas Pelayanan Dengan Unsur Penilaian IKM

Dimensi Kualitas Pelayanan Unsur Penilaian Indeks Kepuasan
Masyarakat dalan Kepmenpan Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004

Realibility Persyaratan Pelayanan

Kepastian jadwal Pelayanan

Kepastian biaya pelayanan
Responsiveness Kecepatan Pelayanan

Assurance Kejelasan petugas pelayanan
Tanggungjawab petugas pelayanan
Kemampuan petugas pelayanan
Kesopanan dan keramahan petugas
Keamanan pelayanan

Keadilan mendapatkan pelayanan
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Dimensi Kualitas Pelayanan Unsur Penilaian Indeks Kepuasan
Masyarakat dalan Kepmenpan Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004

Emphaty Prosedur pelayanan

Kedisiplinan petugas pelayanan
Kewajaran biaya pelayanan

Tangibles Kenyamanan layanan

Sumber: Dimodifikasi dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
KEP/25/M.PAN/2/2004.

Selain itu juga dalam pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan.

Standar Pelayanan (Ridwan dan Sudrajat, 2009:103) adalah ukuran yang

dibakukan dalam penyelenggraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi

dan atau penerima pelayanan. Adapun standar pelayanan meliputi:

a)
b)

c)
d)

Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi
dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat
pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan
termasuk pengaduan.

Biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

Sarana dan prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku
yang dibutuhkan.

Sedangkan untuk faktor-faktor yang mendukung dalam peningkatan

pelayanan publik adalah sebagai berikut (Ridwan dan Sudrajat, 2009:23) :

a)

Faktor hukum, dimana peraturan perundang-undangan harus sesuai

dengan kebutuhan untuk terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik.



2.2.

b)

d)
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Faktor aparatur pemerintah, dimana aparatur pemerintah merupakan
salah satu faktor dalam terciptanya peningkatan pelayanan publik dan
merupakan unsur yang bekerja di dalam praktik untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Faktor sarana, dimana penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan
berjalan dengan lancar dan baik tanpa adanya suatu sarana atau fasilitas
yang mendukung. Sarana itu mencakup tenaga manusia Yyang
berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan
keuangan yang cukup.

Faktor masyarakat, dimana pelayanan diperuntukkan untuk masyarakat
dan masyarakat harus mendukung terhadap kegiatan peningkatan
pelayanan publik yang diaktualisasikan melalui hukum.

Faktor kebudayaan, dimana kebudayaan merupakan faktor yang hampir

sama dengan faktor masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Berkaitan mengenai kualitas pelayanan, menurut peneliti terdahulu Irsan

(2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Kualitas Pelayanan Kesehatan

Pada Puskesmas Simpur Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar

Lampung”. Menyimpulkan bahwa kualitas layanan yang ada di Puskesmas

Simpur Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung

termasuk dalam kategori baik, dengan mutu pelayanan B. Sehingga secara

keseluruhan pelayanan kesehatan pada Puskesmas Simpur berkualitas dan

respon masyarakat pengguna layanan juga sangat memuaskan.
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Sedangkan menurut peneliti terdahulu Indah Musnianti (2010) dalam
penelitiannya yang berjudul “Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning
di Kantor Pelayanan Terpadu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Tanggerang”. Menyimpulkan bahwa harapan para pembuat
kartu kuning/masyarakat lebih besar dari pada persepsi terhadap pelayanan
yang diperoleh maka para pembuat kartu kuning merasa tidak puas
terhadap pelayanan yang telah disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tanggerang.

Berbeda dengan peneliti terdahulu Omega Iriyani (2014) dalam
penelitiannya yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro
Pasca Survei Indeks Integritas Nasional Pelayanan Publik Tahun 2011
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Menyimpulkan bahwa Kualitas
pelayanan perizinan SIUP dan perizinan IMB pada Kantor Penanaman
Modal dan PTSP kota Metro pasca survei Integritas Pelayanan Publik oleh
KPK tahun 2011 masih belum/tidak memuaskan masyarakat. Hal itu
disebabkan adanya aspek yang mendapaatkan kepuasan terendah terdapat
pada aspek ketepatan waktu dalam penyelesaian perizinan, kredibilitas
(kejujuran, ketegasan, tepat janji) petugas dalam pelayanan, kemudahan
prosedur perizinan, saranan telekomunikasi seperti telepon dan website
untuk kegiatan pelayanan dan komplain, serta kecepatan petugas melayani
pengurusan izin. Penyebab kendala utamanya adalah manajemen sumber

daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Metro yng belum baik.
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2.3.  Kerangka Pikir

Gambar 3
Kerangka Pikir
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Kualitas Pelayanan
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Dimensi Kualitas
Pelayanan

Tangibles
Realibility
Responsiveness
Assurance
Emphaty

Persepsi Masyarakat S

arwpnE

Harapan Realita/Kenyataan

Fokus penelitian ini adalah kualitas pelayanan berdasarkan 5 (lima) dimensi
menurut Zeithaml-Parasuraman-Berry untuk mengetahui persepsi pelayanan yang
diterima oleh masyarakat sesuai dengan harapan atau tidak, begitu juga pada

kenyataan/realitanya yang diterima oleh masyarakat/pembuat kartu kuning.

Apabila harapan pengguna layanan sesuai dengan persepsi mereka terhadap
pelayanan yang diterima, maka pengguna layanan akan puas. Demikian
sebaliknya, apabila harapan pengguna layanan tidak sesuai dengan persepsi
mereka terhadap pelayanan yang diterima, maka pengguna layanan tidak akan

puas.



